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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
NOMOR : 8 TAHUN 1983

TENTANG

BANGUNAN
DENGAN RAEMAT TUHAN YANG MAFA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

a. Bahwa perkembangan pembangunan te-
lah mendorong perkembangan pemba-

ngunan bangunan di Daerah ;

b. Bahwa untuk terarahnya perkembang-
an pembangunan bangunan serta ter-
wujudnya tata lingkungan sesuai -
dengan yang direncanakan, maka Pe-
raturan Daerah tanggal 21 Oktober
1952 tentang Membuat dan Meémbong- -
kar Bangunan sebagaimana telah di-
ubah terakhir kali dengan Peratur-
an Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Banyumas Nomor 6 tahun 1977 per-
lu ditinjau kembali.

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Daerah
Kabupaten dalam lingkungan Propin-
si Jawa Tengah.
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2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok pokok Pemerintahan

di Daerah.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun
1976 tentang Garis Sempadan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT IT BANYUMAS TENTANG BANGUNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten

Daerah Tingkat II Banyumas.

2. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Ting-

kat II Banyumas.
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DPU ialah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Banyumas.

Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia
yang dipergunakan untuk suatu tujuan tertentu

yang tersusun terlekat pada tanah atau bertum-

pu pada batu-batu landasan.

Persil adalah suatu perpetakan tanah, yang me-
nurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat di-

pergunakan untuk mendirikan suatu bangunan.

. Mendirikan bangunan ialah pekerjaan mengada-

kan bangunan seluruhnya atau sebagaian ter-
masuk pekerjaan menggali, menimbun atau mera-
takan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan

mengadakan bangunan itu.

Merubah bangunan ialah pekerjaan mengganti dan
atau menambah bagian bangunan yang ada, terma-
suk pekerjaan membongkar yang berhubungan de-
ngan pekerjaan mengganti bagian bangunan ter-

sebut.

. Merobohkan bangunan ialah meniadakan sebagian

atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari -

segala fungsi dan atau konstruksi.

Ketinggian tanah ialah ketinggian rata-rata

permukaan tanah perpetakan.

Garis Sempadan ialah garis khayalan yang di-

tarik pada jarak tertentu sejajar dengan as
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jalan as sungai atau as pagar yang merupakan .
batas antara bagian persil yang boleh dan yang

tidak boleh dibangun bangunan-bangunan.

Garis Sempadan bangunan ialah garis sempadan
yang diatasnya atau sejajar dibelakangnya da-

pat didirikan bangunan,
Garis Sempadan pagar ialah garis sempadan yang

diatasnya atau sejajar dibelakangnya dapat di

buat pagar.
Garis Sempadan teras ialah garis sempadan yang
diatasnya atau sejajar dibelakangnya dapat -

dibuat bagian luar teras.
Garis Sempadan jalan masuk ialah garis sempa-
dan yang diatasnya atau sejajar dibelakangnya
dapat dibuat|jalan masuk.

Garis Sempadan loteng ialah garis sempadan yang
diatasnya atau sejajar dibelakangnya dapat di
dirikan loteng.

Rencana tehnik [adalah gambar-gambar dan do-
kumen -dokumen lainnya yang menjadi petunjuk

pelaksana pembangunan bangunan.

Syarat-syarat adalah syarat-syarat tertulis
dalam bangunan yang melengkapi setiap jenis
bangunan.

Tanah matang adalah tanah pekarangan yang -
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telah diolah sedemikian rupa sehingga meme-
nuhi ketentuan yang disyarathan dan siap

untuk dibangun.

Pelengkap bangunan adalah unsur bangunan di
dalam bangunan yang melengkapi setiap jenis

bangunan.
IMB ialah Ijin Mendirikan Bangunan.

PIMB ialah Permohonan Ijin Mendirikan Bangu-

nan.

Petugas ialah orang yang mendapat tugas se-
cara resmi melayani kepentingan umum dibi-

dang mendirikan bangunan.

Pengawas ialah orang yang mendapat tugas me-
ngawasi pelaksanaan mendirikan bangunan se-

suai dengan ISI.
RKS ialah Rencana Kerja dan Syarat-syarat.

Teragialah bagian lantai bangunan bersifat
tambahan yang tidak dibatasi oleh dinding-
dinding sebagaimana ruangan tertutup dan ti-

dak bertiang penyangga.

Jalan masuk ialah jalan untuk kedalam persil.

Pagar pekarangan ialah suatu pagar yang di-
kontruksikan untuk membatasi persil.

Pagar pengaman ialah suatu pagar yang dikon-
truksikan sementara, untuk membatasi dan -
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memberikan pengaman tempat pekerjaan dan atg
u

lingkungan sekitarnya.

Harga bangunan ialah harga bangunan menurut

perhitungan analisa yang telah diperiksa ke

benarannya oleh DPU.

Biaya perobahan ialah harga bahan ditambah -
upah tenaga yang diperlukan untuk perobahan
bangunan menurut perhitungan analisa yang te-
lah diperiksa kebenarannya oleh DPU.

Biaya merobohkan ialah biaya merobohkan bangu
nan.menurut Perhitungan analiga yang telah di
periksa kebenarannya oleh DPU

Bangunan Permanen adalah bangunan yang kontruk
§1 utamanya terdiri dari beton, batu, baja dan
umur: bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun.

Bangunan semi permanen adalah tangunan yang-
sebagian kontruksi utamanya terdiri dari be-
ton, batu, baja dan umur bangunan dinyatakan
kurang dari 15 tahun.

Bangunan sementara adalah bangunan yang pema-

kaiannya untuk sementara waktu dan umur bangu
nan dinyatakan kurang dari 5 tahun.

Instalasi adalah kontruksi jaringan bahan pe-
nyambung dan perlengkapan alat-alat yang ber-

kaitan dengan kontruksi bangunan.
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Pasal 2

Bangunan direncanakan dengan memperhatikan per-

syaratan perencanaan yang meliputi :

g9 Hh ©O A 0O T o

Situasi/tata letak bangunan ;
Denah bangunan ;

Tampak bangunan ; 1
Potongan bangunan ;

Detail Arsitektur ;

Tata ruang dalam ;

Tata ruang luar.

Pasal 3

Bangunan di klasifikasikan :

1.

Menurut penggunaannya ;
a.Bangunan umum ;
b.Bangunan perniagaan ;
c.Bangunan bendidikan :
d.Bangunan industri ;
e.Bangunan kelembagaan ;

f .Bangunan rumah tinggal ;
yang tidak di klasifikasikan khusus.

g . Bangunan

. Menurut Konstruksinya :

a.Sistim konstruksi ;
b.Bahan konstruksi ;
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c.Bagian konstruksi ;
d.Ketahanan Konstruksi

.
]

e.Perlengkapan mekanikal ;
f. Perlengkapan elektrikal.

3. Menurut umurnya :

a.Permanen

b.Semi permanen

.
]

c.Sementara.

4. Menurut statusnya

a.Bangunan Pemerintah :

b

b.Bangunan Swasta ;

c.Bangunan Swasta asing.

BAB 1II

PERIJINAN
Bagian Pertama

Ijin Perencanaan dan Pelaksanaan

Pasal 4

1// (1) Untuk dapat mendirikan, merubah atau meroboh-
kan bangunan harus mendarat ijin terlebih da-

hulu.
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(2). Ijin mendirikan, merubah atau merobohkan-

bangunan diberikan oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

Mendirikan, merubah atau merobohkan bangunan hg:
Xus direncanakan oleh perencana bangunan yang -
telah memperoleh ijin bekerja sebagai perencana
dari DPU, kecuali bangunan rumah tinggal yang -

tidak bertingkat.

Pasal 6

Pelaksanaan pekerjaan mendirikan, merubah atau- X

merobohkan bangunan dilakukan oleh pelaksana ba-
ngunan yvang telah mendapat 1Jln tekerja sebagai
pelaksana bangﬁnan dari DPU, kecuali bangunan ru-
mah tinggal yang tidak bertingkat, dengan mengi-

ngat ketentuan seperti dimaksud dalam Pasal 21
Peraturan daerah ini.

Pasal 7

Sebelum mengaJukan PIMB pemohon harus terlebih-

dahulu mlnta petunJuk tentang rencana mendirikan

IR

bangunan dan tentang PIMB kepada DPU yang melipu-
ti

a. Jenis/peruntukan bangunan ;
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Luas lantai diatas/dibawah permukaan tanah-
bangunan ;

Jumlah lantai/lapis diatas/dibawah permukaan
tanah bangunan

.
?

Garis sempadan yang ditetapkan ;
Luas ruang terbuka ;

Spesifikasi perwujudan bangunan (arsitektural,

struktural, mekanikal, elektrikal dan lain-
lain) .;

Persyaratan perencanaan, pelaksanaan pengawas-
an pembangunan ;

lal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 8 4

Untuk mendirikan bangunan dibuat rencana bangunan

dan sekitarnya.

Pasal 9 X

Rencana bangunan harus diperhatikan

(o VR o N © RV

. Perencanaan arsitektur

. Perencanaan konstruksi

Perencanaan umum ;

.
)

H

Perencanaan instalasi. Bt
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Pasal 10 e

Perencanaan umum meliputi

. Persiapan perencanaan ;
Rencana pendahuluan ;
Rencana keseluruhan ;
Pengembangan perencanaan ;
Rencana akhir ;

Rencana pelaksana ;

Dokumen pelelangan ;

0 H ® AN T W

Dokumen pelaksanaan.

Pasal 11 X

Perencanaan arsitektur meliputi

Situasi/tata letak bangunan ;
Denah bangunan ;

Tampak bangunan ;

Potongan bangunan ;

Detail arsitektur ;

Tata ruang dalam ;

qu"hPQ-OO‘N

Tata ruang luar.

Pasal 12 X

Perencanaan konstruksi meliputi

a. Perencanaan umum sipil ;
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b. Perencanaan khusus sipil

c. Perencanaan detail konstruksi.

Pasal 13

Perencanaan instalasi meliputi

Perencanaan air bersih

;

Perencanaan pembuangan air hujan ;
Perencanaan pembuangan kotoran dan air kotor ;
Perencanaan pembuangan sampah ;

Perencanaan pembuangan udara/gas/uap kotor ;
Perencanaan penerangan dan akustik ;

Perencanaan jaringan dan peralatan mekanikal ;

ot o A0 O R

Perencanaan jaringan dan peralatan elektrikal.
Pasal 14

(1) .Ukuran yang dipergunakan dalam gambar rencana,
perhitungan, bestek dan hal-hal lain yang ber-
hubungan dengan itu, harus satuan metrik.

(2) Bahasa yang digunakan dalam gambar rencanar-
perhitungan bestek dan hal-hal yang berhubung-
an dengan itu, harus bahasa Indonesia.

(3) Peraturan/standard tehnik yang harus dipakai
ialah peraturan/standard tehnik yang berlaku

di Indomesia yang antara lain meliputi pet8°
turan beton, peraturan baja, peraturan kons -
truksi kayu, peraturan muatan dan standard-
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tehnik lain yang berlaku di Indonesia atau
yang berlaku di Negara lain tapi terandalkan

dipakai di Indonesia.

Pasal 15 ol

Perencanaan bangunan adalah perseorangan atau
bada% hukum.

Perencanaan bangunan dibedakan antara :

a. Perencanaan arsitektur ;

b. Perencanaan konstruksi ;

c. Perencanaan planologi ;
d.

Perencanaan instalasi.
Pasal 16 e

Untuk dapat memperoleh ijin bekerja sebagai
perencana bangunan pemohon mengajukan permo-

honan ijin bekerja kepada Kepala Daerah mela-

lui Kepala DPU.
Permohonan ijin bekerja sebagai perencana ba-

ngunan dilakukan dengan mengisi lembar isian

yang disediakan di DPU.

Pasal 17

Untuk dapat memperoleh ijin bekerja sebagai-
perencana seperti dimaksud dalam pasal 15
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Peraturan Daerah ini, pemohon harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut

a. Nama perorangan lengkap dengan pengenalan-
nya ; )

b. Nama badan hukum lengkap dengan pengenalan-
nya ;

C. Keanggotaan.profesional 3

d. Pengalaman kerja dan riwayat hidup.

Ijin bekerja seperti dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini tidak dapat dipindah tangankan.

Pasal 18

Perencana bertanggung jawab bahwa pelaksa=
naan pekerjaan mendirikan bangunan yang diren-
canakan diselenggarakan sesuai dengan rencana
yang telah disahkan dalam IMB.

Perencana bertanggung jawab bahwa pelaksar
naan pekerjaan mendirikan bangunan yang diren-
canakan telah memenuhi persyaratan dan peratu

ran perundang-undangan yang berlaku.

Penyimpangan dari rencana yang telah disahkan

dalam IMB harus mendapat ijin terlebih dahulu
dari Kepala Daerah.
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Pasal 19

Pelaksana bangunan perorangan atau badan hukum-
diwajibkan memiliki ijin bekerja seperti dimak-
sud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Pelaksana bangunan melaksanakan perintah dan -
bertanggung jawab kepada perencana bangunan dan

pemilik IMB,.

Pasal 21

(1) Pelaksana pekerja mendirikan bangunan oleh-

(2)

pélaksana bangunan seperti dimaksud dalam -
pasal 19 Peraturan Daerah-ini tidak berlaku

bagi bangunan sebagai berikut

a. Bangunan khusus ;

b. Bangunan tinggi ; — e /oy

Pelaksana pekerjaan mendirikan bangunan ha-
rus dilakukan oleh suatu badan hukum, yang
telah mendapat ijin bekerja seperti dimaksud
dalam pasal 19 Peraturan Daerah ini dan meme-
nuhi persyaratan prakwalifikasi yang berlaku,

berlaku bagi bangunan sebagai berikut

a. Bangunan gedung Negara ;
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b. Bangunan komplek perumahan .

(3) Ijin bekerja sebagai pelaksana bangunan t{-
dak dapat dipindah tangankan,

Bagian Kedua

Ijin Mendirikan Bangunan —

Pasal 22

(1) PIMB diajukan sendiri oleh perorangan atau su-
atu badan atau oleh suatu pihak yang diberi
kuasa olehnya, kepada Kepala Daerah melalui

DPU.
(2) Bila letak bangunan berada diluar kota, PIMB
dapat diajukan sendiri oleh perorangan atau
suatu badan, atau oleh suatu pihak yang dibe-
ri kuasa olehnya, kepada Camat Kepala Wilayah
Kecamatan setempat untuk kemudian diteruskan

kepada Kepala Daerah melalui DPU.
Pasal 23

PIVME diajukan secara tertulis dengan mengisi
lembar isian yang disediakan oleh DPU dibubu-

hi meterai Rp.100,00 (Seratus rupiah).

(1)

Kepala Daerah menetapkan bentuk dan isi lembar

(2)
igian PIVE.
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Pasal 24

(1) Lembar isian PIMB sekurang-kurangnya berisi

keterangan tentang

a. Nama pemohon ;

b. Alamat pemohon ;

c. Jenis bangunan yang direncanakan ;

d. Peruntukan bangunan yang direncanakan ;

e. Letak pekarangan tempat bangunan direncanakan
2

Perkiraan biaya bangunan yang direncanakan.
(2) Keterangan dalam lembar isian PIMB dilampiri:

a. Salinan surat bukti hak atas tanah ybs ;

b. Bestek bangunan.bagi bangunan selain ba-

ngunan rumah tinggal ;

Peta situasi ;

d. Gambar rencana bangunan dengan skala -
1 : 50/1 : 100/1 : 200 ; ke e PR

. : A FeN

e. Perhitungan konstruksi dan perhitungan -

instalasi yang dltetapkan/bagl bangunan

0

tertentu ; /’ A 5407nrbﬁnﬁ( 2
f. Perencana, pelaksana n pengawas bangunan

bagi bangunan tertentu// o LR% Grarrrd
g. Persetujuan tetangga ; - 7 o 5314 I "‘S’vj
h. Ijin usaha bagi bangunan perniagaan ;

i. Rekomondasi dari Kepala Kantor Departemen
Agama Kabupaten bagi bangunan tempat iba-
dah. .
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